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DPRD KOTA YOGYAKARTA

DPRD KOTA YOGYAKARTA PERTAHANKAN PROPEMPERDA 2023

Gerak Cepat T1ndak1an3ut1 Hasil Rekomendasi

butuh ti ng-tha- L juga ku kesu-
sing dari Komisi A terkait penye- litan jika harus merombak dari g
lenggaraan ketertlban umum, - awal. Diakuinya, raperda

lind terkait pelak aan t. o

KR-Ardhi Wahdan

Tim Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta melakukan final-

| isasi.
'YOGYA (KR) - Sejumlah ran-
cangan peraturan daerah (raper-
da) yang masuk dalam Program
Pembentukan Peraturan Daerah
(Propemperda) 2023 mendapat
pencermatan dari  Kantor
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Kemenkumham)
DIY. DPRD Kota Yogyakarta ber-
upaya gerak cepat dalam memn
daklanjuti hasil rek

pat empat naskah raperda yang
mendapat catatan dari Kemen-
kumham DIY. Seluruhnya meru-
pakan inisiatif dari lembaga le-
gislatif. “Total raperda yang men-
Jjadi inisiatif dewan itu ada lima
produk. Empat produk di an-
taranya ada catatan dari
Kemenkumham, sehingga ini
_yang sedang kami kejar betul

tersebut agar Prop da 2023

Satu-sati

dapatdlpemhankan
Ketua Badan F

ya raperda inisiatif
dewan yang slap untuk dilan-

Peraturan Derah (Bapemperda)
DPRD Kota Yogyakarta ,Tri
Waluko Widodo, mengaku terda-

jutkan ialah
dari Kom:m C ermt perubahan

masyarakat, Komnsn B terkait
perlindungan UKM dan kopera-
si, Komisi D terkan penyeleng-

jawab sosial dan lingkungan
perusahaan atau TSLP sudah
ter]adJ dinamika sejak periode

* garaan k aan warga

danjut usia, dan dari Bapem-
perda terkait pelaksanaan tang-
gung jawab sosial dan lingkung-
an perusahaan. Catatan terse-
but berkaitan dengan draf
maupun naskah akademik yang
sebelumnya disusun oleh pihak
ketiga.

Atas catatan itu, Bapemperda
langsung melakukan pemba-
hasan internal dilanjutkan koor-
dinasi dengan masing-masing
pimpinan komisi maupun pim-
pinan dewan. Bahkan tanpa per-
lu menunggu waktu lama, tiap
komisi yang berkaitan juga me-
lakukan pembahasan bersama
Kemenkumham maupun Bagian
Hukum Setda Kota Yogyakarta.
“Hasilnya akan kami eksplor
bersama pada awal Mei besok,
tepatnya Selasa (2/5),” tandas Tri
Waluko Widodo,

Dari informasi awal, naskah
dari Komisi A sudah dilakukan

naan bersama Ke-

bencana.
Sedangkxn empat raperda yang

menkumham dan dapat dilan-
jutkan pembahasan. Begitu pula
naskah dari Komisi B dan Ko-
misi D yang akan dikoordi-
nasikan pekan depan. Harap-
annya semua sudah berhasil di-
lakukan penyempurnaan atau

' -penyesuaian sehingga tata kala

pembahasan dapat digulirkan.
Dengan demikian, Propemperda
2023 bisa bergulir sesuai target
‘awal.

Hanya, imbuh Tri Waluko
Widodo, naskah dari Propem-
perda masih terjadi dinamika.

. Pasalnya waktu
itu pernah dlajukan namun di
tingkat provinsi tertolak atau
tidak lolos. Kondisi serupa juga
terjadi pada saat ini. “Kemarin
kami sudah bertemu Bagian

Hukum dan Bappeda Kota

Yogya. Mereka khawatir kalau
raperda TSLP nanti dlundan»

gkan justru malah b
ruang gerak eksekutif, karena
selama ini sudah dijalankan.
Justru pandangan kami tidak
seperti itu. Jika ada payung
hukum, bisa lebih terarah,”
urainya. -

Menurut pandangan dewan,
payung hukum berupa perda

Jaj Komisi D melakuk
naan dengan Kemenkumham.

posisi Pr da 2023,

Diberitakan sebelumnya,
Propemperda 2023 yang sudah
ditetapkan berisi 14 produk
hukum. Tiga produk hukum di
antaranya bersifat wajib karena
berkaitan penyelenggaraan pe-

terkait pelaksanaan TSLP bisa merintah daerah yakni me-
memberikan reward dan punish-  nyangkut APBD 2024, APBD
ment bagi perusahaan me- Perubahan 2023 dan Per-
nyangkut tanggung jawab sosml tanggung jawaban APBD 2022.
dan lingk di hmaproduk hukum
hanya perusahaan itu- nu sa_)a inisiatif dewan, dan sisanya dari
yang memperhatikan lingkung-  eksekutif yakni terkait pen-

an melainkan perusahaan lain

garusutamaan gender, pencabu-

yang menjalankan aktivitasnya-tan perda terkait sistem penye-

di Kota Yogyakarta. Kendati
demikian, hal tersebut harus
tetap memperhatikan berbagai
aspek agar tidak menghambat
investasi.

Meski begitu, ketika nanti
akhirnya raperda terkait TSLP
terpaksa tidak bisa dilanjutkan
pembahasannya maka Bapem-
perda akan menunggu kesiapan
eksekutif apakah ada raperda
pengganti yang dapat diusulkan
atau tidak. Jika tidak ada, maka
otomatis jumlah Propemperda
2023 akan berkurang dan

lenggaraan jaminan kesehatan,

bahan penyertaan modal
PDAM dan Jogjatama Vishesha,
pajak dan retribusi daerah, serta
sistem penyelenggaraan pen-
didikan.

Tri Waluko Widodo mene-
gaskan, kendati raperda dari le-
gislatif sempat mendapatkan
catatan dari Kemenkumham na-
mun alokasi waktu untuk me-
lakukan pembahasan. hingga
memperoleh nomor registrasi,
masih sangat mencukupi. Hal ini
karena semua raperda dari de-
wan tersebut dialokasikan pem-
bahasannya pada semester dua
tahun ini. (Dhi)-f

Hal ini lantaran tidak hanya anggarannya pun berubah serta |
pada draf laink juga perlu di ikan melalui APBD
KRArhiwahdan Naskah akademik yang perlu perubahan. Sebaliknya, ketika KR-Ardhi Wahdan
Pmulu pembahas raperda DPRD Kota Yogyakarta dirombak. Pihak ketiga yang ada raperda pengganti maka ti-  Typ, oksekuti bark produk hukum di
melakukan pembahasan.. melakukan penyusunan se- dak perlu sampai merubah kom-  ppRD Kota Yogyakarta.
Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut

Halaman: 2

Netra

Biasa Untuk Diketahui

Y ogyakarta, 11 Juli 2026
Kepaa

lg. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005



mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.jogjakota.go.id
http://www.tcpdf.org

